
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
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TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

Mengingat :

BUPATI TANA TORA.'A,

a. bahwa dalam rangka perenczrnaan penJ rsunan Peraturan
Bupati Tana ?oraja yang terarah, terpadu, terprogram dan
sesuai prioritas, perlu disusun perencanaan pen)'usunan
peraturan bupati dalam program pembentukan peraturan
bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, Perencalraan pen] rsunan peraturan kepala
daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dart huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana
Toraja Tahun Angaran 2026;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangal (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubal
beberapa kali teral<hir deqgar Undang-Undang Nomor 13
Tahur] 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturari
Perundang-undangar (lrmbaJan Negara Republik lndonesia
Tahur, 2022 Nomor 143, Tambahan t€mbaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 680 1);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahar Daeral (kmbaran Nega.ra Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambah,an lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubal beberpa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6
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Menetapkan
KESATU

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Taltr.rn 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tamba}lan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 terrtar,g Kabupaten
Tana Torqia di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara

Republik Indoneaia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan
lEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 70841;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembeotukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Ta}run 2018 Nomor 157;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(l€mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor
1O, Tambahal Lembaran Daerah Kabupaten Tala Toraja
Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daera-h Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 te'ftarlg
Perubaharr Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tala Toraja
Nomor 1O Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Irmbarar Daerah l(abupaten Tana Toraja
"fahur^ 2022 Nomor 04) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2025 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Tana Torqia Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2O25 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun
Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi perangkat
daerah atau unit kerja dalam men].usun rEmcaig.rn Peraturan
Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-3-

Pen5rusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan
rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimal<sud dalam
Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuar peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran
2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
: r, IilIi 212-

Tembusan disampaikan kepada Yth.;
l. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
2. Para Kepala Perangkat Dacrah Lingkup

Tempat;
3. Direktur RSUD Lakipadada di Malale;
4. Para Kepala Bagiar Lingkup Setda di Tempat.

RAJA,

BEG

Selatal di Makassar;
tah Kabupaten Tana Toraja di



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORA.'A
NOMOR T.r/ TT E ]

TENTANG
PROGRATIi PEMBENTUKAN PERATURAN AUPATITANA TORAJA TAHUN
ANGGARAN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATITANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO TENTANG MATERI POKOK
STATUS

PELAKSANAAN INSTANSITERKAIT KET
BARU UBAH

I 3 4 5 6 7 I
1 Tata Cara Perhitungan dan Pembagiafl Rincian

Alokasi Dana Lembang, bagi hasil pajak dan
retribusi dariAPBD Kabupaten Tana Toraja kepada
lembang Tahun Anggaran 2026

Mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan dan
Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dan
APBD Kabupalen Tana Torala Tahun Anqgaran
2026

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP
43 Tahun 2014

DPIML

2 Pedoman P€netapan Penghasilan Tetap
Pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah
lembang dan BPL, Tambahan Ponghasilan Kepala
Lembeng, Honorarium PKPKL, PPKL, THR, Standar
Biaya Perjalanan Oinas d8n Biaya Transporl di
Lembang Tahun Anggaran 2026

I\rengatur Pedoman Penetapan P6nghasrlan Telap
Pemerintah L6mbang, BPL, Tambahan Penghasilan
Kepala L€mbang, Honorarium PKPKL, PPKL,
Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport
di Lembang Tahun Anggaran 2026

Undang-undeng Nomor 6 Tahun 2014, PP
43 Tahun 2014

DPML

3 Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang
bersumber dan APBD Tahun Anggaran 2026

Mengafur terkait Tirnjangan THR dan GEji
Ketgabelas yang beEumber dari APBD

Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2023 BPKPD

4 RKPD Tahun 2027 a. Pendahuluan
b. Gambaran L,mum Kondisi Daerah
c. Kerangka Ekonomi dan Keuengan Oaerah
d Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
e. Rencana Keia dan Pendanaan Daerah
f Kineqa Penyelenggaraan Pemeintah Daerah
g. Penutup

Permendagri 86 Tahun 20'17 Semua OPD

5 Perubahan RKPD Tahun 2026 a Pendahuluan
b. EvaluasiHasil RKPD Tahun 2023 Trw. ll
c. KeEngka Ekonomidan Keuangan Daerah
d. Sasaran dan Priodtas Pembangunan Daerah
e. Rencana Ke4a dan Pendanaan Perubehan RKPD
f. Kineda Penyelengga6an Pamorinteh Deerah
g. Penufup

P€rm6nde9n 86 Tahun 2017 Semua OPO

6 Peta Jalan Pembangunen K€p€ndudukan Tahun
2025-2029

l\renqatur mengenai Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan Tahun 2025'2029

Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang
Grand Design Pembangunan
Kependudukan

DP3AP2KB

7 Penanggulangan Tuberculosis Pengaturan mengenai penanggulangan tub6rculosis
di fasilitas layanan k€sehatan

Perturan Presiden Nornot 67 Iahun2021
tentang Penanggulangan Tuberculosis

Drnas l(esehatan



8 Tata Cara P€mindatanganan, P€mugnahan dan
Penghapusan Barang Milak Daelah

Penaturan mengenai Tata Cara Pemindatanganan
Pemusnahan dan Penghapusan Ba.ang Milik Daerah

Permendagri '19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Miljk Daerah

BPKPD

Transaksi Non Tunai Lembang Pengaturan mengenai Transaksi Non Tunai
Lembang

lnstruksi Eupati Tana Toraja Nomor r'19
Tahun 20'19 tentahg Peiaksanaan
Transaksi Non Tirnai

Bagian Perekonomian clan
SDA Setda

10 Penyesuaian TarifAir lvlinum Perusahaan Umum
Oaelah Tida Buisun

Pengaturan menganai Penyesuaian Tarif Air lVinum
Porusahaan lJmum Daerah Tirta Buisun

lvlente Oalam Negeri Nomor 7'1 Tahun
2016 tentrang Perhitungan Dan Peoelapan
TaifAir Manum

Bagian Porekonomian dan
SDA Setda dan
Perusahaan Umum Daerah
Tirta Buisun

11 Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan
Pengawas

PengatuEn mengenai Pedoman Penetapan
PenghasilanDewan Pengawas

Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2024 tentang Perusahaan Umum Daerah
Tirta Buisun

Bagian Perekonomian dan
SDA Setda dan
Perusahaan lJmum Daerah
Tirta Buisun

12 Pembe an Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tana Torala Tahun Anggaran 2026

Pengaturan terkait Pemberian TPP ASN di
Lrngkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

PP Nomor'12 Tahun 2019 tenlang
Pengelolaan Keuangan Oaerah

BPKPD, Bag. Organisasi ,

BKPSDM

13 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Angga.an 2025

Mangatur Torkeit Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Pemendagfl 77 Tahun 2020 BPKPD

14 Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2026

Mengatur Terkait Penjabaren Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2026

Pemendagri 77 Tahun 2020 BPKPD

15 Penlabaran APBD Tahufl Anggaran 2027 Mengatur Terkail Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2027

Pemendagd 77 Tahun 2020 BPKPD

16 Laporan Harta Kekayaan P€nyelenggaran Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan KPK Nomor T Tahun 2016
tenlang Tata Cara Pendaftaran,
Pengufiuhan dan Pemeriksaan Harta
Keakyaan Penyelenggaran NegaE

BKPSDM, lnspektorai
Daerah

Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana
korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat
terjadr pada tahap perencanaan pelaksanaan
penatausahaaan, pelapoiran,
pertanggungjawaban, dan pengawasan atas
poengelolaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
lntern Pemerintah

lnspektorat Daerah, BPKPD17



Stretogr penerapan penilaian risiko kecurangan
!ntuk pengendalian

Faturan oaeran rabupaten tana
Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pongelolaan keuangan daerah

18 Renana Umum Penanaman Modal Pengsfuran mengenai Rencane Umum Penaneman
Modal

Perprss Nomor 16 Tehun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal

DMPTSP

19 Analisis Standar Belanja dan Slandar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2027

Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan
yang digunakan dalam perencanaan dan
Pelak6anaan APBD TA 2027

- Pemendagri No 90 Tahun 2019
- Pemenkeu No Ag PMKO2I2O22
- Pemendag No 77 lahlrn 2020
- Pemendagri No. 84 Tahun 2022

BPKPD

20 Pemb€ntukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Teta Kerja UPT Labkesda

P6mbentukan Organisai :iugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja UPT Labkesda

Paraluran Pemerintah Nomor 47 Tahun
2016 tentang Fasilitas Pelayenan
Kesehatan

Dinas Kesehalan, dan Basian
Ortala

21 Pernbenlukan Organisai Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Ke.ja UPT Puskesmas

Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi

Serta Tata Kerja UPT Puskesmas
Perafuran itrenteri Kes€hatan Nomor 19

Tahun 2024
Dinas K66€haten, dan Aagisn
ortela

22 Pernbenlukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja UPT Persampahan

Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja UPT PersamPahan

Peraturair Bupati Nomor 20 Tahun 2023
DLH dan Bagian Odala

23 penrbatran ,qtas perlup Tsna Toraja Nomor 28
Tahun 2023 tentang Pembentukan O€anisesi dan
Teb Kerla Upt REud Lekapadada Pada Dnas
Kesehatan

Pengeturan-mengena,iPerubahanAtasPerbupTana
Toraie Nomor 28 Tahun 2023 tentrang Pemb€ntukan
Orgsnisasi dan Tata Kerja Upt Rsud Lakapedada

Pada Dinas Kesehatan

Perde Nomor 10 Tehun 2016 tentang
Pembentukan den Susunan Perangkat
Oaorah

RSUD Latip8dada d6n Eaghn
Ortgla

24 Pedoman Pelaksanaan BLUD RSUD Lakipadada Pengaturan mongenai Pec,oman Pelaksanaan
BLUD RSUD Lakipadada

Permendagri 79 Tahun 2018 lentang
Badan Layanan Umum Daerah

RSUD Lakipadsda

Pelaksan'aan Pembinaan dan Pengawasah BLUD
Pusk€smes

Mengalur secara nnci tentang Pembenfuken tugas,
wewenang tanggung jawab serta lata ke4a dewan
pengawas BLUD Puskesmas

PasgD2 ayat (1) Permendagn 79 Tahun
2018lontang geden Layanan Umum
Oa6rah

26 Penyusunin, pengajuan, penelapan, perubahan

RBA BLUO

Pengaturan mengenai Penyusunan, pengajuan,
penetapan, perubahan RBA BLUD

Pasal 64 ayat (3) Permendsgri 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum
Oaerah

27 Taa carC ke4a sama BLUo P6kosmas denOan
pihak lain

Pengaturan mengenai Tate cala ke4a sama BLUD

Puskesmas dengan Pihak lain

Pasal 91 eyat (6) Permendegri 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanen Umum
Daerah

28 Peralu;an Pelaksanaan Perda Kab. Tana Torala
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten lnklusi dan
Pedindungan Penyandang oisabilitas

Peraturan Pelaksanaan Perda Kab Tana Toraia

Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan

Pe.lindungan Penyandang Oisabilitas

-erda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun
2023 tenlang Kabupaten lnklusidan
Perlindungan Penyandang Oisabilitas

Dinas Sosial

29 Pe6turan Peleksanaan Perda Kab Tana Toraie
Nomor 5 Trhun 2022 tentang Roncana lnduk
Pembangunan Kepariwisataan Kebupaten Tana
Toraja Tahun 2022-2030

Pengaturan mengenai Pelalu€n Pelaksanaan
Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 lentang
Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisalaan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030

Perda Kab Tana Torale Nomor 5 Tahun
2022 tentang Renc€na lnduk
Pembangunan KepanwBataan Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2022-2030

Dinas Pariwisata



30 Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
Ivlengkendek

Pengaturan meflgenai Rencana DetailTala Ruang
Kecamatan lllengkendek sebagai dasar penerbitan
izin pemanfaatan ruang serta mendorong
pembangunan berkelanjutan

Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana
Toraja

Dinas PUTR dan p€rangkat
daerah ierkait

31 Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Makale Pengaturan mengenai Rencana DetailTata Ruang
Kecamatan Mengkendek sebagai dasar penerbitan
izin pemanfaatan ruang serta mendorong
pembangunan berkelanjutan

Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana
Toraja

Dinas PUTR dan perangkat
daelah terkait

Rencana DetailTata Ruang Kecamatan Makale
Utara

Pengaturan mengenai Rencana DetailTata Ruang
Kecamatan lvengkendek sebagai dasar penerbitan
izin pemanfuatan ruang serta mendorong
pembangunan berkelanjutan

Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana
Toraja

Dinas PUTR dan perangkat
daelah terkait

33 Rencana DetailTata Ruang Kecamatan Bittuang Pengaturan mengenai Rencana DetailTala Ruang
Kecamatan lrengkendek sebagai dasar penerbilan
izin pemanfaalan ruang serta mendorong
pembangunan berkelanlutan

Perda Kab. Tana Toraja tenteng Rencana
Tata Rueng Wilayah Kabupaten Tana
Toraja

Dinas PUTR dan perangkat
daerah terkait

34 Standar Operasional Prosed ur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Pengaturan mengenai Standar Operasional Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi
Pamong Praja

Permendagri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik
Polisi Pamong Praje

Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tana
Toraja

Pengaturan mengenai Dokumen Kajian Risiko
Bencana Kabupaten Tana Toraja dan pemetaan
daerah rawan bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentan9 Penanggulangan Bencana

BPBD dan porangkat
daerah terkait

36 Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk
pengamanan Inforrmasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah

Kebrjakan Pemerintah Daerah dalam haltata kelola
persandian, manajemen SDl persandian, hubungan
komunikasi sandi antar perangkat daerah,
pengelolaan informasi berkalsifikasi, operasional
peIsandian dan monev persandjan

Peraluran BSSN nomor 10 Tahun 2019
lenatang Pedoman Penyelenggaraan
Persandian untuk pengamanan lnfofi masi
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Diskominfosan

37 Sistem Manajemen Keamanan lnfomasi Pedoman atau Kebijakanpemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan keamanan informasi pada
instansi peme ntah maupun sektor publik dan
swasta

Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 202'1

tenlang Pedoman Manajemen Keamanan
lnformasi Sislem Pemerintahan Berbasrs
Elektronik dan Standar Teknis dan
Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan
Bebasis Eleklronik

Diskominfosan

38 Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Daerah

Kebijakan Pemda dalam penyelenggaraan stalistik
sektoral terkaitprinsip dasar, standar, prosedur dan
kriteria

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Slandar Operasional Prosedur
di Lingkungan Badan Siber dan Sandi
Negara

Diskominfosan

Pembentukan Orgenisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana TekniB Balai Benih lkan Sangalla'pada
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pembenlukan Orgenisasi dan Tata Ke4a lJnit
Palaksana Teknis Balai Benih lkan Sangalla' pada
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Nomot 4lahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 20'16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

Dinas Perlanian, Perikanan
dan K€tahanan Pangan, dan
Bagian Ortala



40 Pombentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pela(sana Te(1rs Ealar Lathan Kerja pada Drnas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pombentukan Organisasi dan Tata Ksia Unit
Pelaksana Teknis Balai Latihan Keda pada Dinas
Tenaga Ke4a dan T6nsmigrasi Pangan

Peratulan Pem€rintah (PP) Nomor 31
Tahun 2006 tentang Si3lem Pelathan Kerja
Nasional

Oinas Tenaee Kei. den
Tran6miglasi den Beoian
Odala

41 Lombega Kemasyarakat Lembang/Kelurahan Persyaretan pembentukan rukun tehngga di bawah
wilayah lingkungan dan kelurahan

Permendagd Nomor 18 Tahun 2028
tentang Lembaga Kemasya6katan o€l€
dan Lembaga Adat Desa

DPML dan Bagian

42 Fata Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Peta Batas Lernbeng Dalem Kecamatan Sanggalla' Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
lentang Pedoman Penetapen dan
Pen€gasan Batas Desa

DPML

43 Peia Balas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'
Utara

Peta Batas Lembang Dalam Kecamaian Sanggalla'
Utara

Permefldagri Nomor 45 Tahun 2016
tenlang Pedoman Penetapen dan
Penegasan Batas Desa

OP[,IL

F'eG Bata6 L€mbeng oalam Kecamaten sanggalle'
Selatan

Peta Batas Lembang Dalrm K€camatan Sanggalla'
Selatan

PermeMagri Nomor 45 Tahun 2016
tenlang Pedoman Pen€tapan dan
Penegasan Bete6 Des€

DPML

45 Peta Baias Lembang Lea Kecamatan Makale Peta Balas Lembang Lea Kecamatan Makale Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Bates D€sa

OPML

46 Peta BalaiLembang Dalam Kecamatan Mekale
s6latan

Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Makale
Selatan

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
P€negasan Bata6 Desa

DPML

47 P€ta Balas Lembang Dalam Kecamatan
Illengkendek

Peta Batas Lembang Oalam Kecamatan
lVengkendek

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tenlang Pedoman Penetapan dan
Penegesan Batas Desa

DPML

48 Peta Batas Lembang Dalam K€camatian
Gendangbafu Sillenan

P6ta Betas Lembang Oalam Kecamatan
Gandangbatu Sillanan

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tenteng Pedoman Penetapan dan
Penegesan Batas Desa

DPIT4L

49 Pete gatas Lembang Dalam Kecamatan Rantetayo P6ta Batas Lembang Dalam Kec€matan Ranteteyo P6rme'ndag.i Nomor45 Tehun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Des6

DPML

50 P6ta Batas Lernbang Dalam Kecamatan Kuna Peta Batas Lembang Oalam Kecamatan Kuna Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan den
Pen€gasan Batias Desa

DPT,llL

51 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rembon Peta Batas Lembeng Dalam Kecamatan Rembon Permendagrj Nomor 45 Tahun 2016
tenteng Pedoman Penetapan den
P6nogesan Batas Desa

DPML

Peta Eatas Lembang Dalam Kecamatan Malimbong
Balepg'

Peta Batas L€mbang Dalam Kecametan Malimbong
Balepe'

Pemendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedornan Penetapen dan
Penegasan Batias D€sa

DPML

Peta Batas Lembang Dalam Kecameten Saluputti Peta Batas Lembang Oalem Kocametan Saluputt PermeMagri Nomor 45 Tahun 2016
tenlang Pedoman Penotepan dan
Penegasan Batas Dosa

OPML

54 Peta Batas Lembang Oalam Kecamatan Bittuang Peta Balas Lembang DalEm KBcamatan Bittuang Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPML



Psmondegri Nomor45 Tahun 2016
tentang P6doman Penetapan dan
Pgnegaaan Betas Desa

DPMLPeta Ealas Lembang Dalam Kecamalian Masanda55 Pete Batas Lambang Ddam KecamatEn Mesenda

Pemendagri Nomor 45 Tahun 2016
lentang Pedoman Penetapan dan
Penegesan Batas Desa

DPML56 Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rano Peta Balas Lembang Dalam Kecamatan Rano

Pomendagri Nomor 45 Tahun 2016
lenlang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

DPI,/lL57 Peta Balas Lembang Dalam Kecamatan
Bonggakaredeng

Peta Batas Lembang oalam Kecamatan
Bonggakaradeng

Pemendagri Nomor 45 Tahun 2016
lentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan gatas Clesa

DPI/tL58 Peta Balas Lembang Oalam Kecamatan Simbuang Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Simbuang

Permendagi Nomor45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetrapan dan
Penegasan Betas Desa

DPML59 Peta Balas Lembang Dalam Kecamatan Mappak Peta Batas Lembang Oalam Kecamatan Mappak
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